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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana Kualitas Pelayanan Balik Nama Sertifikat 

Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. 

Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan induktif, penelitian di lakukan di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Banjarmasin, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi, 

sumber data menggunakan data primer yaitu tokoh masyarakat, petugas loket serta Kepala Seksi Penetapan 

dan Pendaftaran Hak, dan data skunder yaitu data dari kantor badan pertanahan nasional kota banjarmasin.  

Hasil penelitian menunjukan yaitu kualitas pelayanan balik nama sertifikat tanah di kantor badan pertanahan 

nasional kota banjarmasin sudah baik, peneliti menggunakan teori parasuraman, zeithami dan berry, dengan 

menggunakan  dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (realiability), dimensi daya tanggap 

(responsivenness), dimensi jaminan (assurance), dimensi empati (emphty). Hambatan dalam proses pelayanan 

terjadi pada jaringan yang tidak terlalu baik yang membuat gangguan pada sistem serta penelitian masyarakat 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Balik nama sertifikat, Kantor badan pertanahan nasional kota banjarmasin  

 

 

ABSTRACK 

The purpose of the study was to find out an overview of how the Quality of Service Behind the Name of Land 

Certificates at the Office of the National Land Agency of Banjarmasin City. 

This study used qualitative research methods, with an inductive approach, research was conducted at the 

Office of the National Land Agency of Banjarmasin City, the data collection techniques used were interviews, 

documentation, and observation, the source of data used was primary data, namely community 

leaders, counter officers and the Head of the Rights Determination and Registration Section, and skunder 

data, which is data obtained from the office of the National Land Agency of Banjarmasin City. 

The results showed that the quality of service behind the name of the land certificate at the office of the National 

Land Agency in Banjarmasin City was good, researchers used parasuraman, zeithami and berry theories, 

using the dimensions of physical evidence (tangible), dimensions of reliability (realiability), dimensions of 

responsiveness (responsiveness), dimensions of assurance (assurance), dimensions of empathy 

(emphty). Obstacles in the service process occur in networks that are not too good which disrupts the system 

and community research 
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